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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR :79/PMK.05/2019 

TENTANG 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEJABAT PENGELOLA, 

DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS,                            

DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23                

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum, remunerasi Badan Layanan Umum 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman 

Remunerasi Badan Layanan Umum, ketentuan mengenai 

pemberian tunjangan Hari Raya diatur dengan Peraturan 

Menteri Keuangan tersendiri; 

c. bahwa sebagai wujud apresiasi kepada Pejabat Pengelola, 

Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan 

Pegawai Badan Layanan Umum atas kontribusi dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan 
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Badan Layanan Umum, perlu diberikan tunjangan Hari 

Raya; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pejabat 

Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, 

dan Pegawai Badan Layanan Umum; 

 

Mengingat  : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum                  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005           

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah    

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 

tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan               

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1701); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN 

TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEJABAT PENGELOLA, 

DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS, DAN 

PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU 

adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual 
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tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi 

dan produktivitas. 

2. Pejabat Pengelola BLU yang selanjutnya disebut Pejabat 

Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga 

profesional non-pegawai negeri sipil yang bertanggung 

jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLU, 

yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan 

pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan 

dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang 

bersangkutan. 

3. Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan 

Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat 

Pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU. 

4. Sekretaris Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya  

disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang 

perseorangan yang diangkat oleh Pemimpin BLU atas 

persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas 

Dewan Pengawas. 

5. Pegawai BLU yang selanjutnya disebut Pegawai adalah 

pegawai negeri sipil, dan/atau tenaga profesional            

non-pegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BLU 

sesuai dengan kebutuhan BLU. 

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara. 

7. Hari Raya adalah hari raya keagamaan. 

 

Pasal 2 

(1) Tunjangan Hari Raya dalam Peraturan Menteri ini 

diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, 

Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai. 

(2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan 

Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai            


